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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Mekanisme dan prosedur pengajuan upaya hukum banding dalam 

perkara suap ini diatur dalam pasal 233-234 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, dalam mengajukan permohonan banding 

disampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan 

dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah 

putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Dan dalam 

prosesnya harus memuat akta Pikir-pikir terdakwa, akta pernyataan 

banding, akta terlambat mengajukan pernyataan banding. Serta akta 

pencabutan banding 

2. Pertimbangan hakim yang yang  mengabulkan permintaan banding 

terdakwa kasus pemberian suap dalam putusan 

No.14/Pid.Sus/2021/TPK/PT.DKI bukan saja mengutip dari 

dakwaan versi penuntut melaikan adanya pertimbangan yuridis dan 

non yuridis, serta keadaan yang memberatkan serta keadaan yang 

meringankan  

B. Saran  

1. Menurut penulis, dalam memeriksan pada tingkat banding maka 

sebaiknya terdakwa maupun penasihat hukum harus benar-benar 

fokus pada memori banding yang merupakan substansi 
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pemeriksaan mengenai fakta-fakta dalam persidangan yang 

menjadi dasar pemeriksaan hakim banding. 

2. Menurut Penulis, sebaiknya majelis hakim lebih teliti lagi bahwa 

bukan hanya fakta versi jaksa penuntut umum saja menjadi 

pertimbangan hakim, tetapi banyak keterangan lain yang bisa yang 

menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa  
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